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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan
publik untuk menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang
ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi
publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan
cara sederhana diperlukan standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar

Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6832);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja



Menetapkan

KESATU

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

: Menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



4

KEDUA : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik ini menjadi
pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

aiSub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NoO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Persyaratan

a.

Pengguna layanan mengisi formulir permohonan informasi publik yang berisi:

1) identitas pemohon  yang  meliputi namaperseorangan/institusi/lembaga  swadaya
masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat
dihubungi, dan alamat e-mail;

2) data dan informasi yang diminta secara jelas;

3) mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; dan

4) melampirkan :

Pemohon Perorangan/ Kelompok orang:
e-KTP.

Pemohon Badan Publik:
Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pemohon yang dikuasakan kepada pihak lain:
Surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




NO

KOMPONEN

URAIAN

Sistem

Mekanisme

Prosedur

dan

a. Desk Pelayanan menerima permintaan Informasi Publik baik melalui online maupun offline dan
memeriksa kelengkapan dengan rincian:

1) Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi secara langsung

2) Pemohon informasi melalui media lain seperti email dan whatapps dapat diisikan oleh desk
pelayanan

3) Pemohon melalui https://semarangkabppid.kpu.go.id/

Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dan memberikan tanda bukti

permohonan/tanda terima

PPID memeriksa jenis informasi yang diminta apakah informasi publik yang diminta adalah informasi

yang dikuasai dan bukan informasi yang dikecualikan, dengan rincian:

1) Informasi yang dikuasai : Permohonan Informasi Publik diberikan kepada Tim Penghubung
Penyedia Informasi dan Dokumentasi diajukan kepada PPID untuk diseleksi dan diuji apakah
informasi publik tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

2) Informasi dikecualikan : PPID menyampaikan penolakan tertulis disertai alasan sesuai Pasal 17
UU KIP.

Draft jawaban diajukan kepada Atasan dan Pembina PPID untuk persetujuan terhadap informasi

publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Semarang

Setelah disetujui, data dan informasi diberikan kepada pemohon informasi/pengguna layanan

Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan

menginformasikan kepada pemohon informasi meminta perpanjangan waktu secara tertulis disertai

alasan

Jangka Waktu Pelayanan

Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan
ddpat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan

Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama
tujuh hari kerja dengan alasan




NO KOMPONEN URAIAN
4 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/tarif. Dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa
dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibenakan
kepada pemohon informasi.
5 | Produk Pelayanan Surat jawaban dan/atau pemberian Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6 | Penanganan Pengaduan, | Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan :
Saran dan | a. Kotak pengaduan
Masukan/Apresiasi Disampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan alamat Jalan Ahmad

Yani 06, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511
Dengan cara mengisi formulir dan menyertakan bukti dan fotokopi identitas pelapor.
b. Melalui Email:
dikirimkan ke : kpu.hukumkabsmg@gmail.com
Dengan cara mengisi formulir dan menyertakan bukti dan fotokopi identitas pelapor. Formulir

pengaduan dapat diunduh dari https://kab-semarang.kpu.go.id/page/read /dumas

c. Whatsapps
Kirim pesan ke no whatsapp 08112713770 dan dipersilakan mengisi formulir melalui
https:/ /fornis.gle /viShMSt97Bsi8VVh6

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

a. Undéng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




NO

KOMPONEN

URAIAN

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesial

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesi';l Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Repﬁblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan




NO

KOMPONEN

URAIAN

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perataran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);




NO KOMPONEN URAIAN
2 | Sarana dan Prasarana | a. Lobi pelayanan PPID
dan/atau Fasilitas b. Formulir permohonan informasi;
c. Tanda terima permohonan informasi
d. Laptop/ Komputer;
e. Printer;
f. Mesin Fotokopi;
g. Scanner;
h. Jaringan Internet; /
i. Meja dan Kursi;
j. Air minum;
k. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3 | Kompetensi Pelaksana a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;
b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh KPU Kabupate_n Semarang;
c. Pegawai yang merriiliki keterampilan mengelola data dan informasi;
Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta
santun kepada pemohon informasi
e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4 | Pengawas Internal a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang




NO KOMPONEN URAIAN

c. Pengawasan oleh Inspektorat KPU RI

o

Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai KPU Kabupaten Semarang per hari di desk pelayanan

6 | Jaminan Pel_ayar-lar“l' Informasi publik diberikan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana

7 |Jaminan Keamanan dan |a. Informasiyang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Keselamatan Pelayanan b. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;

c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,
dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  ~

8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya BAMBANG SETYONO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




